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BAB 3
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1
Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek.


Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2009. Selama melakukan kerja praktek penulis ditempatkan di bagian Administrasi Keuangan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara. Dalam Pelaksanaan kerja praktek, jam kerja yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara bersifat fleksibel yang artinya apabila penulis ada suatu keperluan pribadi yang tidak bisa ditunda maka penulis bisa meminta izin kepada pembimbing PT. PLN ( Persero ) UPJ Bandung Utara. 
Bagian Administrasi Keuangan, dalam mengatur keuangannya PLN menganut pola sentralisasi. Dalam arti pengaturan penerimaan dan penggunaan uang dilakukan secara terpusat. merupakan salah satu bagian dari PT. PLN (Persero) yang bertugas melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang rekening pelanggan, dan persyaratan yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik, membuat dan mengarsipkan berkas setiap permintaan penyambungan tenaga listrik, memberikan pelayanan pembayaran Biaya Penyambungan (BP), Uang Jaminan Pelanggan (UJL), Biaya Penyambungan Sementara, Biaya Perubahan Daya dan biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku serta menyiapkan kwitansi pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian pelayanan pelanggan juga bertugas menyiapkan perintah kerja pemasangan, perbaikan dan pembongkaran sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya serta melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait. 

3.2
Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek
Teknis pelaksanaan kerja praktek yaitu pada saat masuk penulis langsung diarahkan untuk melakukan tugas yang akan dikerjakan. Sambil melaksanakan tugas penulis mendapatkan bimbingan dan penjelasan mengenai tata tertib perusahaan, prosedur pangadministrasian kas receipt, dan penjelasan mengenai kas receipt.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktek adalah:

1. Memasukan data bukti pengeluaran dan penerimaan kas pada komputer

2. Memisahkan data pengeluaran kas dan penerimaan kas

3. Membuat surat pemberitahuan

4. Membuat surat masuk kepada pelanggan dan surat keluar kepada pelanggan.
5. Mengarsip kas receipt, kas imprest, dll
6. Menerima masukan atau komplain dari pelanggan

7. Mengetik dan membuat duplikasi dokumen (fotokopi)
8. Melayani pelanggan lewat pesawat telepon.
9. Mengirim Fax

3.3
Hasil Kerja Praktek
3.3.1
Pelaksanaan Penerimaan Dana Receipt Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara.
Dana receipt adalah dana yang di terima PLN dari pihak lain. Penerimaan tersebut di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Penerimaan uang dari pelunasan tagihan listrik

2. Penerimaan tagihan dari bukan tegihan listrik

3. Penerimaan pendapatan lain-lain

4. Penerimaan uang dan pelunasan PUM-KPR dan sewa beli cicilan
Dana receipt dikolola khusus dalam rekening bank receipt yang hanya menampung penerimaan dana dengan system lockbox. Penerimaan dana receipt dari unit PLN yang terkecil yaitu UP di transfer ke rekening receipt PLN pusat secara berjenjang melalui rekening receipt unit Pelaksanaan Induk dari UP (UPI). Transfer dana receipt dari UP ke UPI dan dari UPI ke PLN Pusat dilakukan secara otomatis oleh bank receipt melalui kerjasama antara PLN dengan bank.
Dalam pengelola dana receipt di mulai sejak rekening tercetak, diakui dan dicatat oleh fungsi akuntansi sebagai piutang pelanggan. Setelah diakui sebagai piutang pelanggan, tugas dan fungsi pengelola receipt untuk :

1. Melakukan tagihan rekening listrik kepada pelanggan.

2. Memantau dan mengendalikan piutang palanggan.

3. Memantau dan mengendalikan penerimaan tagihan rekening listrik dan penerimaan receipt lainnya.

4. Mentransfer penerimaan receipt ke rekening receipt PLN Pusat.

5. Memantau dan mengendalikan proses transfer dana receipt ke PLN Pusat.

Dalam pihak penerimaan dana hasil operasi tenaga listrik maupun penerimaan piutang pegawai, digunakan lockbox system yaitu langsung di transfer secara otomatis ke rekening receipt PLN pusat, berjenjang dari rekening receipt UP ke rekening receipt UPI, dari rekening receipt UPI ke rekening receipt pusat. Dengan system lockbox, PLN UPI maupun PLN UP tidak memperkenankan menggunakan dana receipt tersebut. 

Penggunaan dana receipt sepenuhnya merupakan wewenang PLN pusat, maksudnya agar pengambilan dana receipt untuk keperluan operasional unit-unit PLN yang tersebar di seluruh pelosok tanah air terkendali di PLN pusat sehingga mudah untuk memantau pendanaannya.

Mekanisme transfer dana receipt diatur dalam SE Direksi No. 010.E/012/DIR/2002, tanggal 28 Juni 2002, tentang mekanisme arus dana receipt. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa

1. Seluruh penerimaan dana receipt, baik dari penjualan tenaga listrik maupun penerimaan pendapatan lainnya setiap hari di UP/Penunjang agar seluruhnya di transfer secara otomatis ke kantor pusat, melalui UPI/Penunjang Induk dengan system konvensional atau on line

2. Transfer silang antar bank yang berbeda tidak di perbolehkan, maksudnya selain untuk mempercepat arus danake rekening receipt PLN Pusat, juga untuk memudahkan dalam melakukan rekonsiliasi.

3. Apabila UP mengetahui ada terdapat saldo bank receipt, maka pejabat UP yang ditunjuk memerintahkan bank untuk mentransfer seluruh saldo melalui transfer elektronik (telebanking) serta member sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada bank receipt tersebut.

4. Untuk system konvensional pengendalian dana receipt dilakukan melalui mekanisme TUL V 04 ( Laporan rekening listrik lunas )yang harus diserahkan oleh mitra kerja penyelenggara Payment Point (PP) setiap hari ke PLN. 

5. Untuk system online mitra kerja penyelenggara system online membuat rekapitulasi daftar tagihan listrik lunas setiap hari dengan rincian per unsur yang terdiri dari : per PP, per tanggal, per UP, per Bank, per tarif dan per kode golongan untuk disampaikan pada UP yang bersangkutan.

3.3.2
Prosedur Pengadministrasian Dana Receipt pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Bandung Utara.
Pada pengelolaan dana receipt banyak pihak yang terlibat dalam usaha mengumpulkan pendapatan hasil usaha. Pengelolaan dana receipt dengan system konvensional banyak melibatkan petugas Payment Point (PP) untuk membantu mengumpulkan dana-dana dari pelanggan. Pada saat ini sudah mulai digunakan system online untuk melakukan transaksi pembayaran rekening listrik oleh pelanggan ke PLN. Akan tetapi system on line baru dilaksanakan oleh pelanggan di kota-kota besarsaja, di luar jawa dan kota kecil umumnya pelanggan belum paham betul akan mekanisme system online.

Pengelolaan dana receipt dalam organisasi intern PLN sendiri, saat ini selain dilakukan oleh bidang keuangan, juga sebagian tugas fungsi keuangan yaitu penerimaan uang dari pelanggan dan pengendalian piutang usaha dilaksanakan oleh bidang niaga. Tugas bidang keuangan dalam penelolaan dana receipt meliputi pemantauan jumlah uang yang masuk di rekening receipt dan jumlah uang yang di transfer ke rekening receipt UPI ataupun PLN pusat serta melaporkan ke UPI atau ke PLN Pusat bahwa semua jumlah uang yang diterima telah ditransfer seluruhnya ke rekening receipt UPI atau PLN Pusat.

Prosedur penerimaan dana receipt terdiri dari penerimaan dari hasil tagihan rekening listrik dan penerimaan dari hasil tagihan non rekening listrik.Prosedur penerimaan dari hasil tagihan rekening listrik dilakukan dengan 2 sistem yaitu :

1. Sistem konvensional

Pada sistem ini, PLN dalam usahanya menagih tagihan rekening listrik kepada pelanggan bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu : Bank dan Koperasi. Untuk dapat menagih sampai ke tempat pelanggan yang ada dipelosok tanah air, digunakan sarana Payment Point (PP), yang dikelola baik oleh PLN sendiri maupun oleh Bank atau Koperasi.

Prosedur penagihan rekening listrik dengan system konvensional melalui PP yang dikelola oleh PLN sendiri meliputi 3 prosedur yaitu :

a. Prosedur penerimaan di UP untuk pelanggan yang melakukan pembayaran langsung ke kasir UP dengan tahapan sebagai berikut :

1) Tahap di unit pelayanan UP (bidang niaga)

· Setiap tanggal 5 sampai dengan 25 pelanggan akan pergi ke loket UP untuk membayar pemakaian tenaga listrik olehnya. Diatas tanggal 25 pelanggan akan membayar rekening listrik tunggakan yang belum sempat dibayarkannya pada periode pembayaran tanggal 5 s/d 25.

· Petugas loket UP menerima uang dari pelanggan.

· Pelanggan akan menerima formulir TUL III-03 asli yang telah dicap lunas oleh kasir di loket sebagai bukti telah membayar.

· Segi pelunasan 1 diberikan pada bidang niaga.

· Segi pelunasan 2 disimpan oleh kasir loket untuk rekonsiliasi dengan niaga.

· Untuk pembayaran dengan BK (Bukti keterlambatan) pelanggan akan menerima kuitansi BK atau kuitansi pembayaran listrik yang didalamnya sudah tercantum jumlah BK.

· Untuk pembayaran uang muka pemakaian listrik, pelanggan tidak menerima rekening listrik, tetapi akan menerima kuitansi TUL I-06 sebagai bukti pembayaran. Uang muka ini akan berkurang sejumlah tagihan rekening pada bulan berikutnya.

· Fungsi niaga akan membuat rekap pelunasan rekening listrik pada TUL V-04 per unsur penerimaan berdasarkan segi pelunasan 1 yang diterima dari petugas loket UP

· Kasir diloket akan menerima rekap TUL V-04 dan mencocokkan dengan jumlah uang yang diterima dan segi pelunasan 2, kemudian member otorisasi atas rekap tersebut.

· Kasir di loket akan membuat daftar kasir atas semua penerimaan uang pada hari itu dan menyerahkan uang ke keuangan, bersama dengan daftar kasir, rekap TUL V-04 dan formulir TUL V-06. Keuangan mengotorisasi TUL V-06 sebagai bukti setor uang dari kasir loket.
2) Tahap di keuangan UP

· Keuangan berdasarkan daftar kasir dan TUL V-06 yang telah diotorisasi membuat BKM, asli untuk akuntansi, lembar ke 1 untuk arsip di keuangan dan lembar ke 2 untuk arsip kasir loket.
· Keuangan akan menyetorkan uang ke bank receipt UP, dan menerima slip setoran yang divalidasi oleh bank. Berdasarkan slip setoran yang telah divalidasi oleh bank dibuatkan BBM (bukti bank masuk). Lembar asli ke akuntansi dengan dilampiri BKM dan BKK serta rekap TUL V-06. Lembar ke 1 di arsip di keuangan.

· Bank akan melakukan transfer dana secara otomatis ke rekening dana receipt UPI atas seluruh uang yang diterima dalam rekening receipt UP, dan mengeluarkan DN (Debet Nota) ke UP. Untuk masing-masing rekening dana receipt akan diperoleh satu DN

· Berdasarkan DN, keuangan UP akan membuat BBK (Bukti Bank Keluar ), asli dikirim ke akuntansi beserta DN dan lembar ke 1 diarsip di keuangan.

· Keuangan UP akan mencatat dibuku harian bank receipt setiap hari atas dana receipt yang diterima berdasarkan BBM dan CN dan atas dana receipt yang ditransfer ke UPI berdasarkan BBK dan DN.

· UP akan menerima Rekening Koran (R/K) dari bank UP.

· Selanjutnya berdasarkan DN, CN dan R/K, keuangan UP akan melaporkan transfer dana receipt ke UPI dalam lembar LKU.
b. Prosedur penerimaan di UP untuk pelanggan yang melakukan pembayaran langsung ke Bank Receipt UP.

1) Tahap di kegiatan di bidang niaga UP

· Pelanggan menerima kuitansi tagihan dari PLN, langsung menyetorkan uangnya ke bank receipt UP.

· Bank menerima slip setoran dari pelanggan dan melegalisasinya. Asli diarsip di bank, lembar ke 1 di berikan pada pelanggan dan lembar ke 2 diserahkan ke PLN.

· Berdasarkan slip setoran lembar ke 2 yang telah dilegalisasi oleh bank, bidang niaga menyerahkan rekening lunas kepada pelanggan.

· Untuk pembayaran dengan biaya keterlambatan ( BK ), pelanggan akan menerima kuitansi BK atau kuitansi pembayaran listrik yang di dalamnya sudah tercantum jumlah BK.

· Untuk pembayaran dengan uang muka pembayaran listrik, pelanggan tidak menerima rekening listrik tetapi akan diberikan formulir TUL 1-06 sebagai bukti pembayaran. Uang muka ini akan berkurang sejumlah tagihan rekening pada bulan berikutnya.

· Fungsi niaga akan merekap penerimaan uang dari tagihan rekening listrik pada TUL V-04 per unsur penerimaan dan melampirkan slip setoran lembar ke-2 yang telah di validasi oleh bank kemudian menyerahkannya ke keuangan UP.
2) Tahap kegiatan di keuangan UP

· Keuangan UP berdasarkan TUL V-04 dan slip setoran lembar ke 2 membuat BBM.

· Bank akan melakukan transfer dana secara otomatis ke rekening dana receipt UPI atas seluruh uang yang diterima dalam rekening receipt UP, dan mengeluarkan DN (debet nota) ke UP. Untuk masing-masing rekening dana receipt akan di peroleh satu DN.

· Berdasarkan DN, keuangan UP akan membuat BBK (Bukti Bank Keluar), asli akan dikirim ke akuntansi beserta DN dan lembar ke 1 di arsip di keuangan.

· Keuangan UP akan mencatat dibuku harian bank receipt setiap hari atas dana receipt yang diterima berdasarkan BBM dan CN dan atas dana receipt yang ditransfer ke UPI berdasarkan BBK dan CN.

· UP akan menerima rekening Koran (R/K) dari bank UP.

· Selanjutnya berdasarkan DN dan R/K, keuangan UP akan melaporkan transfer uang receipt ke UPI dalam lembar LKU.

c. Prosedur penerimaan dana receipt di UPI dan transfer dana dari UPI ke bank receipt PLN Pusat.

1) Berdasarkan perintah transfer otomatis, dana receipt dari bank UP, ditransfer ke Bank UPI setelah menerima dana receipt dan Bank UP akan menerbitkan CN. CN dikirimkan ke keuangan UPI. 

2) Keuangan UPI berdasarkan CN, akan membuat BBm.

3) Niaga UPI akan membuat rekap TUL V-04 tagihan listrik per unsur penerimaan (PTL, PPN, PPJU,Bea Materai) untuk tiap bank dan tiap UP dan mengirimkannya ke keuangan UPI.

4) Bank receipt UPI secara otomatis akan mengirimkan uangnya ke bank receipt PLN Pusat dan mengeluarkan DN.

5) Berdasarkan DN, keuangan UPI membuat BBK.

6) Keuangan UPI mencatat di buku harian bank receipt setiap hari atas CN dan DN yang diterima dari bank.

7) Keuangan UPI akan menerima R/K dari bank UPI dan LKU dari UP

8) Keuangan UPI memastikan apakah LKU dari UP telah ada CN nya dan telah tercatat semua CN tersebut pada R/K.

9) Keuangan UP memastikan apakah CN telah ada DN nya, dan apakah DN telah tercatat semua di R/K.

10) Setelah mendapatkan kepastian, berdasarkan DN dan R/K, keuangan UPI membuat laporan ke PLN Pusat dalam lembar LKU.
2.
Sistem On line

Untuk sistem on line pengendalian dana receipt berbeda dengan sistem konvensional. Pada sistem on line pembayaran rekening listrik tidak melalui PP, tetapi pelanggan langsung melalui on line membayar ke account receipt UPI. Bukti pembayaran alternatif yang dikeluarkan oleh PP on line harus mencetak data yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Identitas pelanggan 

b. Nama pelanggan

c. Tarif/daya

d. Batas akhir tanggal jatuh tempo

e. Stand meter awal dan akhir

f. Bulan/tahun rekening

g. Biaya keterlambatan

h. Jumlah tagihan

i. Nomor referensi (transaksi)

Pengiriman uang ke rekening receipt Kantor PLN Pusat dari UPI harus digabung dengan penerimaan melalui PP sistem konvensional. Berdasarkan data yang tersedia. UPI mengeluarkan secara harian :

a. Daftar konsolidasi pelunasan tagihan listrik yang lunas per bank, per PP dan per UP sebagai bahan UPI untuk merekonsiliasi dengan tindasan CN/DN dari bank mitra kerja.

b. Mitra kerja penyelenggara sistem on line membuat rekapitulasi daftar tagihan listrik yang lunas setiap hari dengan rincian per unsur terdiri dari : per PP, per tanggal, per UP, per bank, per tariff dan per kode golongan untuk disampaikan kepada UP yang bersangkutan.


Khusus untuk pelunasan rekening listrik melalui on line, UPI harus membuat LPU (Laporan Penerimaan Uang) setiap hari kerja, dan dikirimkan ke UP serta dirinci penjualan tenaga listrik, materai, PPN, PPj, biaya pemakaian trafo PPTL, BP, UJL, dan lain-lain. LPU dikirimkan ke UP beserta Nota pembukuan kredit sebagai bukti UP mencatat pelunasan piutang penjualan listriknya kepada pelanggan.
3.3.3
Hambatan dan Upaya Penyelesaian
3.3.3.1
Hambatan yang dihadapi dalam pengadministrasian dana receipt
Dalam melakukan suatu proses pengadministrasian dana receipt terjadi berbagai hambatan, hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu pada pencocokan data transfer yang tercantum dalam laporan pembukuan Laporan Kiriman Uang (LKU) yang dibuat PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara dengan data yang ada di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Salah memasukan data ke dalam komputer yang dilakukan oleh bagian administrasi di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara.

2) Kesalahan data yang diberikan oleh bank (salah mengetik jumlah uang dalam bukti transfer).

3) Terlambatnya pengiriman tanda bukti transfer oleh bank sehingga data tidak dimasukan kedalam pembukuan Laporan Kiriman Uang (LKU), sedangkan dalam rekening PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam hal ini adalah PLN Pusat sudah tercantum datanya. 

4) Ketidaktelitian dalam mencocokan data dari bank dengan PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara oleh bagian administrasi, sehingga dalam Pembukuan LKU tidak seimbang (Balance)
5) Terjadi kehilangan bukti transfer atau bukti pembayaran kas receipt ke Bank.
3.3.3.2
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengadministrasian dana receipt pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara
Ada beberapa faktor yang dapat mendukung atau mengatasi kegiatan pembukuan transfer penerimaan non operasi di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara yaitu :

1) Untuk mengatasi kesalahan memasukan data diperlukan pengawasan rutin atau perlunya ketelitian yang lebih oleh bagian keuangan di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara.

2) PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara melakukan komunikasi aktif antara pihak bank mitra kerja dengan Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bandung, dan dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

3) Meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman bukti pembayaran dari pihak bank juga oleh bagian administrasi dan keuangan PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara untuk menghindari keterlambatan pengiriman bukti transfer ke PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dan mengoptimalkan penggunaan sistem komputer oleh bagian administrasi dalam melakukan pemasukan data-data transfer yang akan dibuat dalam pembukuan Laporan Kiriman Uang (LKU).

4) Lebih meningkatkan ketelitian dan melakukan pemeriksaan ulang oleh bagian administrasi dan keuangan dalam mencocokan data dari bank dengan data-data di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara sehingga dalam Pembukuan Laporan Kiriman Uang (LKU) akan seimbang (Balance).
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